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TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA,

bahwa berdasarkan Pasatl 13 huruf k Undang-
Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang
menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU
Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
meliputi: menetapkan dan mengumumkan hasil
rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil
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penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah
Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasat 54
ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 19
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018
tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang
menyatakan bahwa dalam hal terdapat pengajuan
permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada
Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon
terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan
putusan Mahkamah Konstitusi diterima;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Surabaya tentang Penetapan Pasangan Calon
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih dalam
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Surabaya Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
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Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17
Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan @ Kabupaten/Kota  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9
Tahun 2018 tentang  Rekapitulasi  Hasil
Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nornor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan
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atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9
Tahun 2018 tentang  Rekapitulasi  Hasil
Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1384);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
320) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan  Ketiga atas Peraturan  Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil



Memperhatikan

a.
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Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Surabaya Nomor 844/PL.02.3-Kpt/3578/KPU-
Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon
dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Surabaya Tahun 2020;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Surabaya Nomor 863/PL.02.3-Kpt/3578/KPU-
Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan
Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Surabaya Nomor 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-
Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020;



Menetapkan :

KESATU
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d Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor
152/PY.02.1-SD/03/KPU/II/2021 tanggal 11
Februari 2021 perihal Penetapan Pasangan Calon

Terpilih pasca putusan dismissal/ketetapan;

e. Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 88/PHP.KOT-XIX/2021;
f. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota

Surabaya Nomor 48/PL.02.3-BA/02/KPU-
Kot/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon
Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Surabaya Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURABAYA TAHUN
2020

Menetapkan Pasangan Caton Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Surabaya Nomor Urut 1 (satu), Sdr. ERI CAHYADI, S.T,
M.T. dan Sdr. Ir. ARMUDJI sebagai Pasangan Caton Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih dalam Pemilihan Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020, dengan
perolehan suara sebanyak 597.540 (lima ratus sembilan
puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh) atau 56,94 %
(lima puluh enam koma sembilan puluh empat persen)

dari total suara sah.
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KEDUA . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan atau hal-hal lain, maka akan diadakan
perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.ini

mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
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NUR SYAMSI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOM|SI PEMILIHAN UMUM






